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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu

ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan

dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf

dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan

dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf

latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

أ Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan

ب  Ba B Be

ت  Ta T Te

ث  Ṡa ṡ es (dengan titik di atas)

ج Jim J Je

ح Ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah)

خ Kha Kh ka dan ha

د Dal D De

ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas)

ر Ra R er
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ز Zai Z zet

س Sin S es

ش Syin Sy es dan ye

ص Ṣad ṣ es (dengan titik di bawah)

ض Ḍad ḍ de (dengan titik di bawah)

ط Ṭa ṭ te (dengan titik di bawah)

ظ Ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah)

ع `ain ` koma terbalik (di atas)

غ Gain G ge

ف Fa F ef

ق Qaf Q ki

ك Kaf K ka

ل Lam L el

م Mim M em

ن Nun N en

و Wau W we

ھ Ha H ha

ء Hamzah ‘ apostrof

ي Ya Y ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
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1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

ـَ Fathah A a

ـِ Kasrah I i

ـُ Dammah U u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama

يَْ... Fathah dan ya Ai a dan u

وَْ... Fathah dan wau Au a dan u

Contoh:

- كَتَبَ  kataba

- فَـعَلَ  fa`ala

- سُئِلَ  suila

- كَيْفَ  kaifa

- حَوْلَ  haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:
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Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah
Huruf Arab Nama Huruf

Latin
Nama

اَ...ىَ... Fathah dan alif atau
ya

Ā a dan garis di atas

ىِ... Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas

وُ... Dammah dan wau Ū u dan garis di atas

Contoh:

- قاَلَ  qāla

- رَمَى ramā

- قِيْلَ  qīla

- يَـقُوْلُ  yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan

dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya

adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,

maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- طْفَالِ لأَ رَؤْضَةُ ا raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- الْمَدِيْـنَةُ الْمُنـَوَّرةَُ  al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
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- طلَْحَةْ  talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan

sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,

yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَـزَّلَ  nazzala

- البرُِّ  al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ,ال

namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan

sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang

langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan

dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai

dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ  ar-rajulu

- الْقَلَمُ  al-qalamu

- الشَّمْسُ  asy-syamsu

- لُ الجَْلاَ  al-jalālu
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G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi

hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تأَْخُذُ  ta’khużu

- شَيئٌ  syai’un

- النـَّوْءُ  an-nau’u

- إِنَّ  inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya

kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang

mengikutinya.

Contoh:

- رُ الرَّازقِِينَْ وَ إِنَّ االلهَ فَـهُوَ  خَيـْ Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ االلهِ مجَْراَهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital

seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan

untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana
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nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf

kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الحَْمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَْ  Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحمْنِ الرَّحِيْمِ  Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan

dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf

kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- االلهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ  Allaāhu gafūrun rahīm

- عًالأُ للِّهِ ا يـْ مُوْرُ جمَِ Lillāhil umuru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwid.
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MOTTO

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."

(QS. An-Nahl [16]: 90)

"Perceraian mengakhiri ikatan suami istri, tetapi tidak pernah mengakhiri

kewajiban orang tua dalam memenuhi hak-hak anak."

(Siti Mustaghfiroh)
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ABSTRAK

Siti Mustaghfiroh, NIM 10122138, 2026. Pemenuhan Hak Hadhanah Pasca
Perceraian Di Kecamatan Kesesi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah,
Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing: Teti Hadiati, M.H.I.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pelaksanaan
pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi meskipun
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak telah mengatur hak-hak anak secara jelas, dalam praktiknya masih terdapat
anak yang belum memperoleh hak pengasuhan, nafkah, pendidikan, kesehatan,
serta kasih sayang secara optimal setelah kedua orang tuanya bercerai. Penelitian
ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2014 tentang Perlindungan Anak dalam pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian
di Kecamatan Kesesi serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi
penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan
yuridis normatif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi
kepustakaan, kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif
dengan menggunakan teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor
35 Tahun 2014 dalam pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan
Kesesi belum berjalan secara maksimal. Pada umumnya anak berada dalam
pengasuhan ibu, sedangkan ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah,
pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan hidup anak. Namun dalam praktiknya masih
ditemukan ayah yang belum melaksanakan kewajibannya secara optimal sehingga
hak-hak anak belum terpenuhi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-
undang. Meskipun demikian, sebagian keluarga tetap berupaya mengutamakan
kepentingan terbaik bagi anak melalui musyawarah dan pendekatan kekeluargaan.
Faktor penghambat dalam pemenuhan hak hadhanah meliputi kondisi ekonomi
yang kurang memadai, rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum ayah,
serta kurangnya dukungan dan keharmonisan keluarga pasca perceraian. Adapun
faktor pendukungnya meliputi adanya rasa tanggung jawab orang tua terhadap
anak, dukungan keluarga besar, hubungan yang baik antara mantan suami dan istri,
serta peran pemerintah desa, KUA, dan lingkungan masyarakat dalam memberikan
pendampingan dan mediasi.

Kata Kunci: Hadhanah, Perceraian, Hak Anak, Perlindungan Anak, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014.
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This study was motivated by the ongoing issues regarding the fulfillment of
children’s custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict. Although Law No.
35 of 2014 on Child Protection clearly stipulates children’s rights, in practice,
there are still children who have not received optimal care, financial support,
education, healthcare, and affection after their parents’ divorce. This study aims to
analyze the implementation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection regarding
the fulfillment of custody rights following divorce in Kesesi Subdistrict, as well as
to identify the factors that act as barriers and enablers in its implementation.

This study is an empirical legal study employing a normative legal approach.
Data were collected through interviews, documentation, and literature review, and
analyzed using a qualitative descriptive method based on child protection theory
and legal effectiveness theory. The results indicate that the implementation of Law
No. 35 of 2014 regarding the fulfillment of custody rights following divorce in
Kesesi Subdistrict has not been fully realized. Generally, children are in the care
of their mothers, while fathers remain obligated to provide for the children’s
maintenance, education, health, and basic living needs. However, in practice, there
are still fathers who have not fulfilled their obligations optimally, resulting in
children’s rights not being met as mandated by the law.

Keywords: Custody, Divorce, Children’s Rights, Child Protection, Law No. 35 of
2014.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang

memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan,

kesehatan, kasih sayang, dan perlindungan dari kedua orang tuanya.1 Hak-hak

tersebut harus tetap dipenuhi meskipun orang tua telah bercerai. Perceraian

hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus kewajiban

orang tua terhadap anak.2 Oleh karena itu, orang tua tetap memiliki tanggung

jawab untuk memberikan nafkah, pengasuhan, pendidikan, perlindungan, serta

memenuhi kebutuhan anak demi kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan terhadap hak anak telah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 26 ayat (1) dijelaskan

bahwa orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi,

dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

minatnya. Selain itu, Pasal 9 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak berhak

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

pribadinya sesuai dengan minat dan bakatnya, sedangkan Pasal 8 menyatakan

bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial

sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosialnya.3 Apabila orang

tua mengabaikan kewajibannya sehingga hak-hak anak tersebut tidak terpenuhi,

perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran anak yang

dilarang dalam Pasal 76B, dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam

1 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2 dan Pasal 4.

2 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 37.

3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), dan
Pasal 26 ayat (1).
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Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.4 Dengan demikian, orang

tua yang tidak memberikan nafkah, pengasuhan, perlindungan, dan perhatian

kepada anak setelah perceraian telah bertentangan dengan ketentuan Undang-

Undang Perlindungan Anak.

Namun, kenyataannya pemenuhan hak anak pasca perceraian masih

belum berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil observasi dan

wawancara yang penulis lakukan terhadap 7 responden di Kecamatan Kesesi,

ditemukan bahwa masih terdapat anak yang belum memperoleh haknya secara

optimal. Bentuk permasalahan yang ditemukan antara lain ayah tidak

memberikan nafkah secara rutin setelah perceraian, kurangnya perhatian dan

kasih sayang dari salah satu orang tua, serta pengasuhan anak yang dialihkan

kepada nenek atau anggota keluarga lain karena ibu harus bekerja untuk

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Selain itu, komunikasi yang kurang

baik antara kedua orang tua setelah perceraian juga berdampak pada

pemenuhan hak-hak anak.5

Dalam penelitian ini, kondisi anak yang haknya belum terpenuhi dapat

dilihat dari beberapa indikator, yaitu tidak terpenuhinya nafkah secara

berkelanjutan, kurangnya perhatian dan kasih sayang dari salah satu orang tua,

berkurangnya pengawasan dan pendampingan karena anak diasuh oleh

keluarga lain, serta adanya dampak psikologis akibat konflik yang terjadi antara

kedua orang tuanya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan hak

anak tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan materi, tetapi juga mencakup

kebutuhan emosional, pendidikan, kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan

yang menjadi tanggung jawab kedua orang tua.6

4 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan Pasal 77B.

5 Hasil observasi lapangan dan wawancara penulis dengan 7 responden mengenai
pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan,
Februari–Mei 2026.

6 Hasil wawancara penulis dengan para orang tua dan pihak yang mengasuh anak pasca
perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Februari–Mei 2026.
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Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sebagian besar anak tinggal

bersama ibu setelah perceraian. Sementara itu, tidak semua ayah menjalankan

kewajibannya dengan baik dalam memberikan nafkah maupun perhatian

kepada anak. Bahkan dalam beberapa kasus, pengasuhan anak lebih banyak

dilakukan oleh nenek atau keluarga dekat karena kondisi ekonomi maupun

konflik yang masih terjadi antara kedua orang tua. Keadaan tersebut

menunjukkan bahwa pelaksanaan hak hadhanah anak pasca perceraian di

Kecamatan Kesesi masih menghadapi berbagai kendala sehingga hak-hak anak

belum sepenuhnya terpenuhi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.7

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian

dengan judul "Pemenuhan Hak Hadhanah Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Nomor 35

Tahun 2014  (Studi di Kecamatan Kesesi)." Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah anak pasca

perceraian di Kecamatan Kesesi serta menganalisis kendala-kendala yang

memengaruhi pelaksanaannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak.8

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian

di Kecamatan Kesesi ditinjau berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 26

ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak?

7 Hasil penelitian lapangan mengenai implementasi pemenuhan hak hadhanah anak pasca
perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, Februari–Mei 2026.

8 Hasil observasi penulis mengenai pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah anak pasca
perceraian di Kecamatan Kesesi, Februari–Mei 2026.
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2. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan hak

hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Kesesi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak hadhanah anak pasca

perceraian di Kecamatan Kesesi ditinjau berdasarkan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1),

Pasal 26 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak.

2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat dan pendukung

dalam pelaksanaan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Kesesi.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis memiliki harapan manfat atau kegunaan dalam penelitian ini yaitu

sebagai berikut :

1. Secara Praktisi:

a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan yang lebih dalam

kepada masyarakat di Kecamatan Kesesi mengenai hak hadhanah pasca

perceraian.

b. Memberikan masukan kepada pemerintah desa dan lembaga dalam

meningkatkan pengawasan dan sosialisasi terkait hak anak pasca

perceraian.

2. Secara Teoritis:

a. Keunggulan teoritis penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan

dan meningkatkan pengetahuan tentang tinjauan hukum empiris tentang

kepuasan hukum atas hak-hak anak yang timbul akibat perceraian.

b. Di samping itu, penelitian ini berharap temuan-temuannya dapat

dimanfaatkan sebagai bahan rujukan pustaka maupun informasi

pendukung berbasis ilmu pengetahuan yang berguna bagi kajian atau

penelitian mendatang tentang pelaksanaan UU Nomor 35 Tahun 2014 soal

hak-hak anak setelah orang tua bercerai, khususnya di Kecamatan Kesesi.
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E. Kerangka Teoritik

1. Teori Perlindungan Anak

Teori perlindungan anak digunakan dalam penelitian ini untuk

menganalisis implementasi pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian

di Kecamatan Kesesi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2,

perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi

anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.9

Dalam penelitian ini, teori perlindungan anak digunakan untuk menilai

apakah hak-hak anak pasca perceraian telah terpenuhi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.10 Hak-hak tersebut meliputi hak

untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan

sebagaimana diatur dalam Pasal 4, hak memperoleh pelayanan kesehatan

sebagaimana diatur dalam Pasal 8, hak memperoleh pendidikan sebagaimana

diatur dalam Pasal 9 ayat (1), serta hak memperoleh pengasuhan dan

perlindungan dari kedua orang tua meskipun terjadi perceraian sebagaimana

diatur dalam Pasal 14 ayat (2).11

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Pasal 26 ayat (1) sebagai

dasar untuk menganalisis kewajiban orang tua dalam mengasuh, memelihara,

mendidik, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak.12 Apabila

kewajiban tersebut tidak dilaksanakan sehingga mengakibatkan anak terlantar

9 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 2.

10 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak di Indonesia, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 47–49.

11 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9 ayat
(1), dan Pasal 14 ayat (2).

12 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 26 ayat (1).
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atau hak-haknya tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut bertentangan

dengan Pasal 76B mengenai larangan penelantaran anak dan dapat dikenai

sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77B Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014.13 Oleh karena itu, teori perlindungan anak digunakan sebagai

pisau analisis untuk menilai kesesuaian antara praktik pemenuhan hak

hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi dengan ketentuan

hukum yang berlaku.14

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menjelaskan bahwa suatu peraturan

perundang-undangan dapat dikatakan efektif apabila aturan tersebut benar-

benar dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat.15 Menurut pandangan

Soerjono Soekanto, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh sejumlah faktor,

meliputi substansi hukum atau peraturan yang berlaku, aparat yang bertugas

menegakkan hukum, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, kondisi

masyarakat, serta budaya hukum yang hidup dan berkembang dalam

kehidupan sosial masyarakat.

Apabila kelima faktor tersebut berjalan dengan baik, maka pelaksanaan

suatu hukum akan lebih efektif.16

Teori ini memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian mengenai

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, karena kajian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan normatif yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji tingkat

penerapannya dalam realitas kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan teori

efektivitas hukum, peneliti dapat mengetahui dan menganalisis berbagai

13 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76B dan Pasal 77B.

14 Abu Huraerah, Kekerasan terhadap Anak, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2018), hlm. 28–
31.

15 Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sankxi, (Bandung: CV. Ramadja
Karya, 1988), 80.

16 Soerjono Sockanto, Faktor-Faktor yang Mempengarulu Penegakan Hukum, (Jakarta: PT
Raja Grafindo), 12.
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faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat dalam upaya

pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian di Kecamatan Kesesi.

F. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa jurnal dan non jurnal

yang relevan membahas topik dan permasalahan yang hampir sama dan dapat

dijadikan kajian terdahulu bagi peneliti yaitu:

Pertama, Jurnal berjudul "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian

Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perlindungan Anak" (2024) merupakan karya ilmiah yang ditulis oleh

Ahmad Nurofik dan Abdullah Afif dalam jurnal berjudul, jurnal ini membahas

pemenuhan hak anak setelah perceraian berdasarkan KHI dan UU Nomor 35

Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak tidak

hanya berupa nafkah, tetapi juga meliputi pendidikan, kasih sayang, kesehatan,

dan perlindungan hukum.17 Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-

sama mengkaji pemenuhan hak anak pasca perceraian berdasarkan UU Nomor

35 Tahun 2014. Perbedaannya, penelitian tersebut menggunakan pendekatan

normatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis

empiris dengan lokasi penelitian di Kecamatan Kesesi.

Kedua, Jurnal berjudul "Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca

Perceraian Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang

Perlindungan Anak" (2024) yang ditulis oleh Muhammad Holid. Jurnal ini

mengkaji pelaksanaan hak anak pasca perceraian di Bondowoso. Penelitian

menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak masih belum optimal karena

rendahnya kesadaran orang tua dan kondisi ekonomi keluarga.18 Persamaannya

sama-sama membahas implementasi hak anak pasca perceraian. Perbedaannya,

17 Ahmad Nurofik dan Abdullah Afif, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Perspektif
Kompilasi Hukum Islam dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di
Desa Kendaldoyong Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)," Jurnal Sains Student Research,
Vol. 2, No. 4 (2024): 1012–1024.

18 Muhammad Holid,"Implementasi Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Ditinjau dari
Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak", Jurnal Hukum Keluarga Islam,
Vol. 9, No. 2 (2024)
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penelitian penulis lebih memfokuskan analisis pada implementasi UU Nomor 35

Tahun 2014 menggunakan teori efektivitas hukum.

Ketiga, Jurnal berjudul "Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak

Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian" (2024), yang

ditulis oleh Rania, Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, dan Arrely Syamsa

Kartika. Salam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa pemberian hak asuh harus

selalu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child).

Persamaannya sama-sama mengkaji perlindungan hak anak akibat perceraian.

Perbedaannya, penelitian tersebut berfokus pada hak asuh melalui putusan

pengadilan,19 sedangkan penelitian penulis mengkaji implementasi hak

hadhanah setelah putusan perceraian di masyarakat.

Keempat, Jurnal berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

Akibat Perceraian Orang Tua" (2023). Sebuah karya ilmiah yang ditulis oleh

Nur Azizah & Muhammad Taufik. Pada penelitian ini peneliti terdahulu

menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak belum berjalan efektif

karena masih rendahnya kepatuhan orang tua dalam memenuhi kewajibannya.20

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas perlindungan hukum

anak pasca perceraian. Perbedaannya, penelitian penulis menggunakan data

empiris dari Kecamatan Kesesi.

Kelima, tesis dengan judul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca

Perceraian Orang Tua di Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur",

disusun oleh Rizkan Fachrudiansah, mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri

(IAIN) Curup pada 2024. Studi ini meneliti aspek pemenuhan nafkah untuk anak

setelah perceraian orang tua, seberapa baik para orang tua memahami kewajiban

nafkah tersebut, serta dampak perceraian pada realisasi nafkah anak. Hasil kajian

menunjukkan bahwa kebanyakan orang tua belum memiliki pemahaman

lengkap tentang hak nafkah anak pasca-perceraian, sehingga mayoritas dari

19 Rania, Muhammad Basyarahil, Della Ragil Putri, dan Arrely Syamsa
Kartika,"Implementasi Perlindungan Hukum Atas Hak Anak dalam Proses Pemberian Hak Asuh
Anak Akibat Perceraian" (2024), Jurnal Hukum Islam, Vol. 6, No. 1 (2024).

20 Nur Azizah & Muhammad Taufik,"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Akibat
Perceraian Orang Tua" (2023), Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial (2023).
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mereka gagal memenuhi tanggung jawab ini secara utuh. Penelitian ini

memberikan wawasan penting yang relevan dengan fokus penelitian saat ini,

terutama dalam menganalisis tantangan pemenuhan hak anak dalam konteks

hukum keluarga pasca-perceraian.21 Keunggulan dan keterbatasan skripsi

tersebut terletak pada keterkaitannya dengan ketentuan yang bersumber dari

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sehingga mampu memberikan landasan

yuridis yang kokoh bagi penelitian sekaligus menghasilkan rekomendasi

kebijakan yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah dalam

memperkuat perlindungan terhadap hak-hak anak. Di sisi lain, kelemahannya

terletak pada pandangan masyarakat terhadap undang-undang serta hak-hak

anak setelah perceraian.

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis

lakukan terletak pada fokus kajian, pendekatan analisis, serta lokasi penelitian.

Beberapa penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pendekatan normatif

maupun analisis hukum Islam mengenai pemenuhan hak anak setelah

perceraian, seperti kajian terhadap putusan pengadilan serta perbandingan antara

ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku. Selain itu, sebagian penelitian juga hanya memfokuskan pada

aspek tertentu, misalnya kewajiban nafkah anak atau hak asuh anak setelah

perceraian. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih

menekankan pada implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak secara empiris di masyarakat, khususnya dalam pemenuhan

hak-hak anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini tidak hanya melihat ketentuan hukum secara teoritis, tetapi juga

mengkaji secara langsung bagaimana pelaksanaan undang-undang tersebut di

lapangan serta faktor-faktor yang menjadi hambatan dan pendukung dalam

pemenuhan hak anak setelah perceraian. Dengan demikian, penelitian ini

21 Tesis dengan judul "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua di
Kelurahan Talang Ulu Kecamatan Curup Timur", disusun oleh Rizkan Fachrudiansah, mahasiswa
di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada 2024.
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diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kontekstual mengenai

kondisi nyata pemenuhan hak anak di masyarakat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan

didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris

digunakan untuk memperoleh pemahaman secara langsung mengenai

implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak dalam upaya pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kecamatan

Kesesi. Penelitian ini berfokus pada realitas yang berkembang di masyarakat

berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian kedua orang

tuanya.

Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengkaji hukum

dalam kenyataan sosial atau bagaimana hukum tersebut bekerja di dalam

masyarakat.22 Di samping itu, penelitian ini turut menerapkan pendekatan

yuridis normatif yang bertujuan untuk mengkaji ketentuan peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan anak dan

pemenuhan hak anak pasca perceraian. Pendekatan yuridis normatif

merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah bahan

pustaka atau data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, dokumen

hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.23

Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan

perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan, Serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur

hak dan kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

22 Rufinus Hotmaulana Hutauruk. "Dampak pemberlakuan perjanjian penghindaran pajak
berganda terhadap investasi negara investor asing” Jurnal Of Law and Policy Transpormation. Vol.2
(2017), 2.

23 Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.
(Jakarta: Prenadamedia, 2018), 6.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan dengan

menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian.24 Dalam penelitian ini,

peraturan yang menjadi dasar analisis meliputi Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2), Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9

ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 26 ayat (1), Pasal 76B, dan Pasal 77B. Selain

itu, penelitian ini juga mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 41 mengenai kewajiban orang tua

setelah perceraian,25 serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI),

terutama Pasal 105 dan Pasal 156 yang mengatur mengenai hadhanah dan

tanggung jawab pemeliharaan anak pasca perceraian.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual

(conceptual approach)26 dengan mengkaji konsep-konsep, teori, dan doktrin

hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak hadhanah pasca

perceraian. Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep perlindungan

anak, tanggung jawab orang tua, hak hadhanah, serta teori efektivitas

hukum27 sebagai dasar dalam menganalisis implementasi pemenuhan hak

hadhanah anak pasca perceraian di Kecamatan Kesesi. Melalui pendekatan

konseptual tersebut, peneliti dapat membandingkan antara ketentuan hukum

yang berlaku dengan praktik yang ditemukan di lapangan sehingga dapat

diketahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

24 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.
133–177.

25 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

26 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2021), hlm.
133–177.

27 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cet. IV (Malang:
Bayumedia Publishing, 2021), hlm. 300–310.
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tentang Perlindungan Anak telah berjalan secara efektif dalam memenuhi

hak-hak anak pasca perceraian.

3. Sumber Data

Berikut adalah sumber-sumber data yang diperoleh dan digunakan

dalam kajian ini:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari

sumber pertama di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, data primer

diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan yang terdiri atas

orang tua yang telah bercerai, perangkat desa, pihak KUA Kecamatan

Kesesi, serta pihak lain yang berkaitan dengan penelitian. Selain itu, data

primer juga mencakup temuan-temuan penelitian di lapangan mengenai

pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan

Kesesi28 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, termasuk

fakta-fakta mengenai bentuk pemenuhan hak anak, kendala yang dihadapi,

serta upaya yang dilakukan oleh orang tua maupun pihak terkait dalam

memenuhi hak-hak anak pasca perceraian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung

melalui berbagai bahan hukum dan literatur yang mendukung penelitian,

seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil

penelitian terdahulu, artikel ilmiah, dokumen resmi, serta berbagai

referensi lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak hadhanah pasca

perceraian.29 Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis

terhadap temuan penelitian yang diperoleh dari data primer.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data penunjang yang berfungsi memberikan

petunjuk, penjelasan, atau memperjelas data primer dan data sekunder.

28 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.
29 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali

Pers, 2016), 30–32.
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Dalam penelitian ini, data tersier diperoleh dari Kamus Besar Bahasa

Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, serta berbagai situs resmi

pemerintah seperti Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH),

Kementerian Hukum, dan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan

pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian berdasarkan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014.30

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada bagian ini, penulis menguraikan metode yang diterapkan untuk

mengumpulkan data. Bentuk wawancara yang melibatkan dua pihak:

interviewer menyampaikan pertanyaan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan

secara langsung antara peneliti dengan informan melalui tanya jawab

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara semi terstruktur kepada

orang tua yang telah bercerai, perangkat desa, serta pihak-pihak yang

berkaitan dengan pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di

Kecamatan Kesesi. Melalui wawancara tersebut, penulis memperoleh

informasi mengenai pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah, kendala yang

dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam memenuhi hak-hak anak

pasca perceraian.31

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui

dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian

ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh data pendukung berupa

profil Kecamatan Kesesi, data perceraian, foto kegiatan penelitian, hasil

wawancara, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pemenuhan hak

30 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat
(Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 13–15.

31 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi (Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2018), 186.
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hadhanah pasca perceraian. Data dokumentasi digunakan untuk

memperkuat hasil wawancara yang telah diperoleh penulis.32

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai sumber

pustaka yang berkaitan dengan penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil

penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain

yang membahas hak hadhanah, perlindungan anak, dan efektivitas hukum.

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan digunakan sebagai

landasan teori sekaligus sebagai bahan untuk menganalisis temuan

penelitian di lapangan.33

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif kualitatif. Analisis data dilakukan setelah seluruh data yang

diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan

terkumpul. Tahap pertama dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data

yang berkaitan dengan pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di

Kecamatan Kesesi. Selanjutnya, penulis memilih data hasil wawancara yang

benar-benar sesuai dengan fokus penelitian. Tidak semua jawaban

narasumber digunakan, hanya jawaban yang berkaitan dengan rumusan

masalah, sehingga data yang tidak berkaitan tidak digunakan dalam proses

analisis. Setelah itu, data disajikan secara sistematis dalam bentuk uraian

naratif agar mudah dipahami dan memberikan gambaran mengenai

pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian. Tahap terakhir

adalah penarikan kesimpulan, yaitu dengan menganalisis kesesuaian antara

temuan penelitian di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta teori perlindungan anak dan

teori efektivitas hukum yang digunakan dalam penelitian ini.34 Melalui

analisis tersebut, penulis dapat mengetahui bagaimana implementasi

32 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2023), 195.
33 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali

Pers, 2016), 68.
34 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2023), hlm. 134–142.
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pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan Kesesi serta faktor-

faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan

masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian

yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi

landasan awal dalam menjelaskan alasan dilakukannya penelitian mengenai

pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Kesesi.

Bab II  Tinjauan Pustaka, yang menguraikan landasan teori dan konsep-

konsep yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi

pengertian hadhanah, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, nafkah anak,

perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan, ketentuan mengenai

hak hadhanah dalam Kompilasi Hukum Islam, serta teori perlindungan anak dan

teori efektivitas hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis hasil

penelitian.

Bab III  Hasil Penelitian, yang menguraikan gambaran umum lokasi

penelitian di Kecamatan Kesesi, profil informan, serta temuan penelitian

mengenai pelaksanaan pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian. Dalam

bab ini juga dipaparkan fakta-fakta yang diperoleh melalui wawancara,

dokumentasi, dan studi kepustakaan mengenai bentuk pemenuhan hak

hadhanah, hak-hak anak yang telah dipenuhi maupun yang belum terpenuhi,

serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

Bab IV Analisis Hasil Penelitian, yang membahas hasil penelitian

dengan mengaitkan temuan di lapangan dengan ketentuan Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Kompilasi Hukum Islam,

serta teori perlindungan anak dan teori efektivitas hukum. Analisis difokuskan

pada implementasi pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian di

Kecamatan Kesesi serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat

dalam pelaksanaannya.
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Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan

masalah berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan. Selain

itu, bab ini juga memuat saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi

orang tua, masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan

pemenuhan hak hadhanah anak pasca perceraian.
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BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi hak hadhanah pasca perceraian ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Kecamatan Kesesi

belum terlaksana secara optimal. Sebagian besar anak memang berada dalam

pengasuhan ibu atau keluarga ibu sehingga kebutuhan dasar anak masih

diupayakan terpenuhi. Namun, pelaksanaan hak anak sebagaimana diatur

dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), dan Pasal 26 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya terlaksana. Hal

tersebut terlihat dari masih adanya ayah yang tidak memberikan nafkah secara

berkelanjutan, kurangnya perhatian dan kasih sayang, serta belum optimalnya

keterlibatan kedua orang tua dalam memenuhi hak anak setelah perceraian.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, implementasi

ketentuan tersebut belum efektif karena dipengaruhi oleh faktor masyarakat,

budaya hukum, penegakan hukum, dan keterbatasan sarana pendukung.

2. Kendala dalam pemenuhan hak hadhanah pasca perceraian di Kecamatan

Kesesi meliputi faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum orang tua, serta

kurangnya komunikasi dan kerja sama antara kedua orang tua setelah

perceraian. Kendala tersebut menyebabkan beberapa ketentuan dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 belum terlaksana secara optimal,

terutama kewajiban orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan

melindungi anak. Bentuk pelanggaran yang ditemukan dalam penelitian ini

berupa tidak diberikannya nafkah secara rutin, kurangnya perhatian dan kasih

sayang dari ayah, serta belum terpenuhinya sebagian hak anak atas

pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Akibatnya, pemenuhan hak

hadhanah lebih banyak dibebankan kepada ibu atau keluarga besar sehingga

tujuan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang

Nomor 35 Tahun 2014 belum sepenuhnya terwujud.

3.
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B. Saran

1. Bagi orang tua, khususnya ayah, diharapkan tetap melaksanakan

kewajibannya terhadap anak meskipun telah terjadi perceraian, baik dalam

bentuk nafkah, perhatian, maupun kasih sayang.

2. Bagi keluarga, diharapkan dapat membantu menciptakan lingkungan yang

baik dan harmonis bagi perkembangan anak serta tidak memperkeruh konflik

antara kedua orang tua.

3. Bagi pemerintah desa, KUA, dan tokoh masyarakat, diharapkan lebih aktif

memberikan penyuluhan hukum dan edukasi mengenai hak hadhanah serta

kewajiban orang tua terhadap anak pasca perceraian.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian

mengenai hadhanah dengan pembahasan yang lebih luas dan metode

penelitian yang berbeda agar memperoleh hasil yang lebih mendalam.
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